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Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bengkulu berkembang 
dengan sangat pesat. Tercatat telah terdapat 23.808 UMKM yang tersebar di 
berbagai wilayah, seperti daerah pesisir atau di daerah wisata di Kota 
Bengkulu. Perkembangan pesat UMKM tersebut tidak diikuti kesadaran 
masyarkat kota Bengkulu untuk melakukan pendaftara merek untuk usaha 
yang mereka jalankan selama ini. Padahal pendaftaran merek ini ditujukan 
untuk melindungi dan memaksimalkan pencitraan usaha mereka.  Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk memberikan pendidikan dan pemahaman dalam 
bentuk Pengabdian Pada Masyarakat (PPM). Wujud dari kegiatan PPM ini 
adalah membuat program agar masyarakat khususnya para pelaku usaha 
dapat mengetahui, memahami mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya 
mengenai merek untuk menghapuskan budaya plagiat dan mendaftarkan 
merek sebagai wujud memperoleh merek dengan prinsip itikad baik. Program 
tersebut dilakukan dengan cara pengidentifikasian masalah, penelusuran 
sasaran, tahapan sosialisasi, dan aplikasi sosialisasi. 
 
Kata Kunci: Merek, UMKM, Kota Bengkulu. 
 
 
A. PENDAHULUAN  
Indonesia sebagai negara 
berkembang terus melakukan 
peningkatan di bidang 
perekonomian sebagai salah 
satu ujung tombak kemakmuran 
bagi masyarakat. Salah satu 
sumber peningkatan bagi 
negara yakni berasal dari 
bidang Hak Kekayaan 
Intelektual. Bidang Hak 
Kekayaan Intelektual terdapat 7 
(tujuh) bidang yakni pada Hak 
Cipta, Paten, Merek, Desain 
Industri, Desain Tata Letak Sirkuit 
Terpadu, Rahasia Dagang, 
Perlindungan Varietas Baru 
Tanaman. Dari ketujuh bidang 
tersebut Hak Kekayaan 
Intelektual masing-masing 
melindungi hak dari individu 
atau pencipta, atau penemu 




dalam memberikan kreasi dan 
inovasi terhadap sesuatu 
temuan atau ciptaan, karena 
hak kekayaan intelektual ini 
menurut Adrian Sutedi 
merupakan hak eksklusif yang 
diberikan negara kepada 
individu pelaku HAKI (inventor, 




memberikan peranan yang 
penting, konsumen sangat 
dimanjakan dengan adanya 
beranekaragam variasi produk 
barang dan jasa dan konsumen 
mempunyai kebebasan dalam 
memilih. Maka diperlukan 
strategi dan pemahaman 
dalam melakukan usaha, salah 
satu strateginya adalah 
membuat merek sebagai 
identitas produk barang dan 
 Dari bidang Hak 
Kekayaan Intelektual ini 
memberikan  perlindungan 
agar saling menghormati hasil 
karya setiap orang, terutama 
merek sangat sering digunakan 
oleh masyarakat dalam 
menunjukkan suatu produk 
yang dijual dan tak segan-
segan beberapa para pelaku 
usaha melakukan plagiat atau 
meniru merek-merek yang 
terkenal dengan tujuan 
tertentu.  
                                                          
1 Adrian Sutedi, Hak Kekayaan Intelektual, 
Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2009, Halaman v. 
jasa, dengan adanya merek 
yang sudah melekat pada 
masyarakat akan akan 
memberikan respons positif 
terhadap produk yang 
digunakan. Merek menurut 
Pasal 1 ayat 1 dalam Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001 
Tentang Merek adalah : 
Tanda yang berupa 
gambar, nama, kata, 
huruf-huruf, angka-angka, 
susunan warna, atau 
kombinasi dari unsur-unsur 
tersebut memiliki daya 






menyebutkan bahwa merek 
merupakan identitas yang 
terpenting dalam suatu produk 
barang atau jasa agar 
produsen dikenal baik oleh 
konsumen dan hal ini 
menjadikan merek sebagai 
strategi dalam berbisnis. 
Apabila Merek yang digunakan 
oleh pelaku usaha sudah 
mencapai taraf tersebut maka 
merek memiliki ”good will
Penggunaan merek 
biasanya digunakan para 
pelaku usaha untuk 
menunjukkan hasil produk  
” yang 
sangat tinggi, artinya memiliki 
nilai komersial yang bagus. 




barang dan jasa, sehingga para 
pelaku usaha mikro kecil dan 
menengah pun membuat 
merek sebagai identitas produk 
misalnya dipasang merek 
sebagai berikut “Sate Ceker 
Cita Rasa” “Galon Jon” atau 
hanya membuat merek 
“warung mak”. Terkadang 
merek yang dibuat oleh para 
pelaku usaha dibuat asal-
asalan tidak melihat beberapa 
point misalnya etika, estetikanya 
dan yang paling penting 
adalah penunjukkan identitas 
produk apa yng dihasilkan oleh 
pelaku  usaha. Kadang kala 
pelaku usaha membuat merek 
“Kue Tat” akan tetapi tidak 
menunjukkan estetika atau nilai 
keindahan, dan kadang kala 
para pelaku usaha hanya 
membuat di selembar kertas 
putih saja dan itu telah 
dikatakan merek bagi para 
pelaku usaha. Padahal di Kota 
Bengkulu  terutama di daerah 
pesisir cukup banyak makanan, 
atau kuliner yang dapat ditemui 
hasil dari kelompok usaha mikro 
kecil dan menengah. 
Di Propinsi Bengkulu 
pengembangan usaha mikro 
kecil dan menengah (UMKM) 
mencapai 23.8082
                                                          




pada tanggal 27 Februari 2012 Pukul 22.00 wib. 
tersebar di berbagai wilayah, 
termasuk 
Di Kota Bengkulu banyak 
memanfaatkan potensi laut 
untuk diolah sehingga menjadi 
industri rumah tangga seperti 
keripik beledang, ikan salai, 
usaha kepiting sala, usaha 
kerang, usaha ikan kering, budi 
daya rumput laut dan lain 
di daerah pesisir atau 
daerah wisata di Kota Bengkulu. 
Akan tetapi, masyarakat di 
sekitar wilayah pesisir khususnya 
daerah Pasar Bengkulu, dan 
Pantai Malabro, atau bahkan 
daerah wisata dan makanan 
khas Bengkulu belum banyak 
yang melakukan pendaftaran 
merek untuk usaha mereka 
yang telah dijalankan dan hal 
ini membutuhkan waktu yang 
cukup lama agar masyarakat 
mengetahui produk yang 
mereka gunakan. Misalnya kue 
tat yang dibuat oleh si A terasa 
dimakan oleh konsumen dan 
merek yang digunakan tidak 
ada, jika dibandingkan yang 
membuatnya si B tidak seenak 
yang dibuat A akan tetapi 
terdapat merek dan bahkan 
kadang kala makanan si A di 
beli dan dipasang merek B, 
maka merek disini menjadi 
penting dan konsumen akan 
tertarik dengan merek yang 
digunakan dan mencegah 
adanya penipuan-penipuan 
seperti hal tersebut. 




sebagainya. Selain itu juga 
masih banyak pelaku usaha 
yang menjual makanan khas 
Bengkulu sebagai cinderamata. 
Dengan adanya usaha-usaha 
yang memanfaatkan kekayaan 
alam laut ini merupakan usaha 
pendamping oleh ibu-ibu 
nelayan di wilayah pesisir Kota 
Bengkulu sembari menunggu 
suami bekerja mengambil ikan 
dilaut. Beraneka ragam usaha 
ini memerlukan identitas suatu 
produk agar dikenal oleh 
seluruh masyarakat sebagai 
konsumen, akan tetapi 
fenomena yang terjadi dalam 
masyarakat banyaknya usaha-
usaha yang memiliki merek 
akan tetapi tidak dimanfaatkan 
dengan maksimal sebagai 
pencitraan dalam bidang 
usaha mereka masing-masing, 
pembuatan merek dagang 
dengan asal-asalan, tidak 
menarik dan tidak menandakan 
ciri khas usaha dagang 
tersebut. Hal ini akan merugikan 
pihak produsen sendiri, 
masyarakat sebagai konsumen 
tidak akan mengetahui dan 
tidak akan tertarik dengan 
produk barang atau jasa 
tersebut. 
Dengan banyaknya para 
pelaku usaha mikro kecil 
menengah ini berdasarkan 
data dari KEMENKUMHAM 
hanya beberapa saja para 
pelaku usaha kecil dan 
menengah melakukan 
pendaftaran merek. Hal ini 
dikarenakan beberapa faktor 
penyebab seperti biaya yang 
terlalu mahal, proses 
pendaftaran yang cukup 
menyita waktu bahkan para 
pelaku usaha menyatakan 
bahwa mereka belum 
memerlukan pendaftaran 
merek sekarang karena usaha 
mereka masih sangat kecil dan 
mereka berpikir siapa yang mau 
menjiplak atau menggunakan 
merek mereka. Pemikiran dan 
pemahaman mengenai 
pentingnya merek sebagai 
identitas produk banyak yang 
tidak mereka ketahui 
dampaknya. Jika dilihat usaha 
yang mereka jalankan sudah 
cukup lama ada yang 15 Tahun 
bahkan udah 20 tahun 
menjalan usaha dan ditempat 
tersebut tanpa pindah lokasi, 
hal ini sangat merugikan jika 
para pelaku usaha masih 
memiliki pemahaman dan 
pengetahuan tentang merek 
yang masih kurang. Dari studi 
pendahuluan yang 
dikemukakan di atas, maka 
dirumuskan permasalahan 
sebagai berikut : 
1. Sejak adanya Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 
2001 Tentang Merek 
terdapat sebagian besar 




masyarakat khususnya para 




2. Masih banyaknya para 
usaha mikro kecil dan 
menengah menggunakan 
merek yang asal-asalan dan 
masih menggunakan merek 
yang telah terkenal. 
3. Masih banyak 
ketidakperdulian sebagian 
para usaha mikro kecil dan 
menengah Kota Bengkulu 
untuk melakukan 
pendaftaran merek pada 
Ditjen HKI atau melalui 
KEMENKUMHAM 
 
B. METODE PENELITIAN 
Pelaksanaan kegiatan 
Peneliltian  ini dilakukan melalui 
berbagai tahapan kegiatan : 
a. Ceramah 
Metode ini dipergunakan 
untuk memberikan 
pemahaman kepada 
khalayak sasaran mengenai 
peraturan-peraturan yang 
berkaitan dengan merek. Di 
dalam ceramah ini diuraikan 
secara lengkap, jelas dan 
mudah dimengerti serta 
dipahami oleh khalayak 
sasaran sehingga mereka 
tidak  membuat merek 
secara asal-asalan. 
Dalam melakukan metode 
ceramah ini diusahakan 
untuk menghindari 
pembahasan yang teoritis 
karena hal ini akan sulit 
dicerna oleh para pelaku 
usaha dengan tingkat 
pendidikan yang tidak sama. 
Sehingga penggunaan 
bahasa yang mudah 
dimengerti yakni bahasa 
sehari-hari serta memberikan 
contoh kasus-kasus yang 
berkaitan menjadi metode 
yang digunakan. Adapun 
Waktu penyajian ceramah 
berkisar 30 sampai dengan 
45 menit, kemudian 
dilanjutkan dengan, diskusi 
tanya jawab dan dialog. 
b. Diskusi, tanya jawab dan 
dialog 
Dalam kegiatan pengabdian 
ini menggunakan metode 
diskusi, tanya jawab dan 
dialog hal ini dilakukan untuk 
memberikan komunikasi dua 
arah sebagai wujud 
khalayak sasaran dapat 
berpartisipasi, dan 
ditemukan solusi 
penyelesaiannya.   
 
C. HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
Kota Bengkulu merupakan 
salah satu daerah yang cukup 
strategis dengan 
perkembangan perekonomian, 




hal ini dapat dilihat dari adanya 
jalan lintas Sumatera untuk 
segala transportasi darat, untuk 
menuju daerah Sumatera Barat 
atau Sumatera Selatan dari 
Propinsi ujung Sumatera yakni 
Lampung para transportasi 
darat melewati Propinsi 
Bengkulu. Masyarakat yang 
bertempat tinggal di Kota 
Bengkulu baik berada dijalan 
lintas sumatera haruslah 
berpandai-pandai untuk 
meningkatkan kesejahteraan 
sosial salah satunya dengan 
melakukan usaha kecil disekitar 
lingkungan tersebut. Sebagai 
jalan lintas sumatera, Propinsi 
Bengkulu juga memiliki potensi 
pariwisata  yang dapat 
mengundang para wisatawan, 
dan untuk memanfaatkan hal 
tersebut secara ekonomis para 
pelaku usaha bersaing dalam 
melakukan usaha-usaha 
mereka. Telah banyaknya 
usaha-usaha yang dilakukan 
oleh pelaku usaha seperti 
minuman maupun makanan 
khas Bengkulu, kerajinan tangan 
yang diproduksi sendiri dan lain 
sebagainya.  
Masyarakat Bengkulu 
sebagai pelaku usaha 
menjajakan makanan dari hasil 
buatan tangan sendiri atau 
sering dikenal dengan home 
industri ini merupakan salah satu 
bidang usaha mikro yang cukup 
menjanjikan bagi para pelaku 
usaha. Modal yang dimiliki 
tidaklah besar untuk omset 
perhari kadang hanya dapat 
Rp. 250.000,- (dua ratus ribu 
rupiah) ataupun dapat angka 
dibawah itu, akan tetapi hal ini 
menurut para pelaku usaha 
mikro sudah cukup untuk 
membantu belanja harian 
dapur.    
Para pelaku usaha 
membuat usaha yang akan 
diperdagangkann secara 
sendiri sehingga resep yang 
digunakan kadangkala telah 
lama turun menurun dari nenek 
moyang masing-masing 
keluarga tersebut. Hal ini dapat 
dilihat tim pengabdian 
merasakan perbedaan 
masakan pendap yang 
merupakan makanan khas 
Bengkulu, pendap sangat 
banyak dijual para pelaku 
usaha akan tetapi rasa yang 
dimasakpun berbeda-beda, hal 
ini disebabkan mempunyai 
teknik dan cara tertentu 
memasaknya dan bahan yang 
digunakanpun terdapat 
beberapa perbedaan. Setelah 
dimasak biasanya akan 
dipacking agar pada saat 
menjual masyarakatpun dapat 
membelinya dengan mudah 
dan praktis serta menarik. Untuk 
mengetahui packing tim 
pengabdian melakukan 




wawancara dengan pelaku 
usaha keripik beledang, para 
pembuat keripik beledang 
hanya memasukan kedalam 
plastik sebelumnya telah diukur 
kemudian dimasukanlah merek 
dagang mereka. Tim 
pengabdian juga melihat 
beberapa pelaku usaha 
terutama yang melakukan 
usaha dipinggir jalan sepanjang 
jalan pariwisata dan tempat-
tempat tertentu yang 
menjualkan hasil produksi 
sebagaimana terlihat pada 
gambar berikut ini : 
 
 
Pada gambar di atas 
merupakan salah satu pelaku 
usaha mikro yang menjual 
produksi ikan asin, para pelaku 
usaha ini berjualan disekitar 
jalan pariwisata yang berada 
dekat dengan kampung 
nelayan, mereka hanya menjual 
ikan asin dan menggunakan 
merek seadanya, misalnya 
dibuat dengan nama Lautan 
Biru menjual ikan asin 
beranekaragam, hal ini jika 
dilihat dari estetika dan 
penggunaan logo atau tanda 
masih dibuat secara asal-
asalan, masih terdapat 
beberapa pelaku usaha yang 
menggunakan nama usahanya 
asal-asalan seperti digambar 




tersebut dapat dilihat mereka 
yakni pelaku usaha kadangkala 
tidak memperhatikan hal 
tersebut, padahal pelaku usaha 
tersebut menjadi terkenal 
ataupun semakin bertambah 
omset dipengaruhi oleh merek. 
Prilaku mengenai hal ini sangat 
banyak terjadi dalam Usaha 




Mikro Kecil dan Menengah 
yang ada didalam masyarakat, 
di mana salah satunya 
dipengaruhi oleh kebiasaan-
kebiasaan yang terus menerus 
dilakukan sehingga lama-lama 
menjadi mengakar di dalam 
masyarakat dan akan sulit 
dilepas dari masyarakat.  
Kadangkala hal ini sangat 
mempengaruhi ketaatan 
masyarakat dalam mentaati 
hukum, seperti telah 
dikeluarkannya Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001 
Tentang Merek, di mana para 
pelaku usaha baik juga 
produsen, konsumen 
memerlukan merek sebagai 
identitas terhadap suatu 
barang, akan tetapi masih 
banyak para pelaku usaha 
mikro kecil tidak mendaftarkan 
mereknya. Walaupun tidak 
adanya kewajiban untuk 
mendaftarkan merek tersebut 
akan tetapi merek memiliki 
fungsi yang sangat penting 
menurut Meydi Wardana 
bahwa fungsi merek bahwa : 
Dapat dilihat dari tiga 
sudut, produsen, 
pedagang, dan 
konsumen. Bagi pihak 
produsen, merek 




pemakaiannya. Dari pihak 
pedagang, merek 
digunakan untuk promosi 
barang-barang 
dagangannya guna 
mencari dan meluaskan 




barang yang akan dibeli.3
Dengan adanya merek 
maka identitas suatu barang, 
makanan, jasa akan diketahui 
oleh banyak orang sebagai 
konsumen, selain itu dengan 
adanya merek lebih 
memudahkan konsumen untuk 
mengingat makanan, barang 
atau jasa yang memiliki kualitas 
yang baik, dengan dibuatnya 
merek juga pelaku usaha akan 
mendapatkan prioritas oleh 
konsumen, hal inilah pentingnya 
pengetahuan pelaku usaha 
mengenai hak kekayaan 
intelektual salah satunya 
mengenai merek selain memiliki 
keuntungan dan melindungi 
pelaku usaha akan membuat 
masyarakat khususnya pelaku 
usaha menjadi sadar hukum. 
Banyaknya masyarakat yang 




                                                          
3 Meydi Wardana, 2009, Perlindungan Merek 
Makanan Khas Bengkulu Di Kota Bengkulu, Skripsi 
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Hal. 12. 




penegakan hukum dan 
perlindungan yang diberikan 
kepada masyarakat itu sendiri.  
Dengan adanya kegiatan 
ini tim pengabdian LPPM 
Universitas Bengkulu membuat 
program agar masyarakat 
khususnya para pelaku usaha 
dapat mengetahui, memahami 
mengenai Hak Kekayaan 
Intelektual khususnya mengenai 
merek untuk menghapuskan 
budaya plagiat dan 
mendaftarkan merek sebagai 
wujud memperoleh merek 
dengan prinsip itikad baik.  
1.  Identifikasi Masalah  
Pada tahap awal kegiatan ini 
dilakukan dengan 
mengidentifikasi masalah 
yang sering terjadi dan 
penyebab pelaku usaha mikro 
kecil dan menengah tidak 
mendaftarkan merek dagang 
atau merek jasa. Pada saat 
melakukan dialog kepada 
pelaku usaha terdapat 
beberapa permasalahan 
yakni mereka tidak terlalu 
mengetahui mengenai Hak 
Kekayaan Intelektual 
khususnya mengenai Merek. 
Mereka tidak mengetahui arti 
pentingnya merek dalam 
usaha yang mereka lakukan, 
sehingga penurunan omset 
yang mereka peroleh 
kadangkala disebabkan 
merek yang tidak digunakan 
oleh pelaku usaha secara 
benar. Selain itu adanya 
ketidakpahaman para pelaku 
usaha untuk mempunyai 
merek yang benar secara 
hukum yakni memiliki estetika 
dan tidak menggunakan dari 
merek-merek yang telah 
terkenal. Pelaku usaha banyak 
tidak mengetahui adanya 
perlindungan hukum 
mengenai merek yang telah 
dibuat jika telah didaftarkan 
pada KEMENKUMHAM 
sebagai perwakilan dalam 
setiap daerah atau pada 
DITJEN Hak Kekayaan 
Intelektual di Jakarta.    
2.  Penelusuran Sasaran 
Sasaran yang harus tim telusuri 
adalah para pelaku usaha 
mikro kecil dan menengah 
yang ada di Kota Bengkulu, 
khususnya para pelaku usaha 
yang cukup diminati oleh para 
konsumen di Kota Bengkulu 
serta yang berada dijalan 
lintas pariwisata Kota 
Bengkulu, di sini tim memulai 
dengan mendatangi para 
pelaku usaha dan melakukan 
dialog kepada mereka. 
Adapun para pelaku usaha 
yang tim aja untuk berdialog 
pelaku usaha Pak De’, pelaku 
usaha Makanan khas 
Bengkulu Ibu Nina, pelaku 
usaha ibu Wati. Para pelaku 
usaha inilah tim menemukan 




cara yang tepat agar 
pengetahuan Hak Kekayaan 
Intelektual mereka mengenai 
Merek yang mereka ketahui 
dapat ditingkatkan dan 
didaftarkan pada 
Kemenkumham atau pada 
Ditjen Hak Kekayaan 
Intelektual  
3.  Tahapan sosialisasi 
Pada tanggal 28 Oktober 2014 
tim pengabdian melakukan 
segala administrasi untuk 
melakukan kegiatan sosialisasi 
mengenai Peningkatan 
Pengetahuan Hak Kekayaan 
Intelektual Tentang 
Pendaftaran Merek Bagi 
Kelompok UMKM Di Kota 
Bengkulu. Pada tanggal 04-05 
November 2014 dijadwalkan 
untuk mengundang pelaku 
usaha sebagai salah satu 
kelompok UMKM dan 
pengaministrasian tetap masih 
berjalan. Dalam hal ini tim 
pengabdian melakukan 
kerjasama kepada Kanwil 
Kementerian Hukum dan HAM 
Propinsi Bengkulu, untuk 
meminta kepada kepala 
Kanwil Kementerian Hukum 
dan HAM mengirimkan 
narasumber yang dapat 
memberikan informasi, ajakan, 
motivasi, agar masyarakat 
terutama pelaku usaha dapat 
mengubah perilaku dan 
meningkatkan pengetahuan 
para pelaku usaha. Sosialisasi 
ini bekerjasama dengan 
KEMENKUMHAM  tentang 
peningkatan pengetahuan 
pelaku usaha ini dengan 
mengunjungi beberapa 
pelaku usaha seperti yang 
ada di makanan khas 
Bengkulu dianggut beberapa 
pelaku usaha yang berada 
didekat lokasi tersebut 
dikunjungi dan diajak 
bersama-sama 
mendengarkan secara singkat 
mengenai arti pentingnya 
merek dagang mereka, 
dengan cara ini dapat 
mengundang keakraban dan 
penalaran mereka tentang 
merek, tidak hanya satu 
tempat saja kemudian tim 
berpindah kelokasi yang 
berada di jalan pariwisata 
dimana banyak pelaku usaha 
mikro mereka dengan cara 
seperti ini mendapatkan 
pengetahuan merek dan lebih 
memahaminya. Dengan cara 
seperti ini para pelaku usaha 
lebih cepat penyerapan 
pemahaman kepada 
masyarakat dan para pelaku 
usaha untuk mengetahui 
merek serta mengungkapkan 
permasalahan yang terjadi.  
4. Aplikasi  Sosialisasi 
Dengan adanya sosialisasi ini 
hasil yang diharapkan adalah 
pelaku usaha UMKM ini 




mengetahui dan memahami 
tentang merek dan 
mengaplikasikan di lapangan. 
Selain itu pelaku usaha dapat 
mengubah merek yang 
dipasang secara asal-asalan 
dan menggantikan dengan 
merek yang mempunyai arti 
serta mempunyai estetika 




Perlu adanya beberapa metode 
untuk menyampaikan materi 
kepada pelaku usaha salah 
satunya dengan sosialisasi dan 
dengan dialog Tanya jawab 
kepada para pelaku usaha. Hal ini 
disebabkan merek sebagai brand 
image suatu usaha yang 
digunakan oleh pelaku usaha 
masih digunakan secara asal-
asalan dan tidak mengikuti 
estetika serta masih adanya 
penggunaan merek yang telah 
menjadi merek terkenal. 
Berdasarkan dari hasil sosialisasi 
langsung pelaku usaha, bahwa 
mereka mengetahui bahwa 
merek adalah untuk menandakan 
usaha dagangan mereka akan 
tetapi mereka belum memahami 
dan mengetahui estetika serta arti 
pentingnya merek sebagai 
penanda produk atau barang 
yang dijualkan. Mereka masih 
banyak menggunakan merek-
merek yang terkenal karena udah 
terkenal oleh masyarakat padahal 
produk mereka tidak sama, selain 
itu kasus yang terjadi juga mereka 
hanya membuat merek yang tak 
memiliki keindahan atau estetika 




Perlu adanya perhatian dari 
pemerintah agar masyarakat 
khususnya para pelaku usaha 
mengenai merek. Selain 
Kementerian Hukum dan HAM 
pemerintah pun dapat turut andil 
dalam pembuatan merek pelaku 
usaha agar penggunaan merek 
dapat menarik para investor 
bahkan wisatawan untuk datang 
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